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Abstrak 
  Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap 
perempuan, sebagai contoh kerentanan posisi perempuan utamanya terhadap kepentingan 
seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual 
laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa 
harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisisk serta psikis. 
Permasalahaan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, mengetahui upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak 
pidana perkosaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi hukum yang bersifat 
normatif dimana dalam studi hukum ini penulis mempelajari hubungan timbal balik antara 
hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dan dalam hal ini penulis juga mengkaji 
dari buku-buku dan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor 
kesadaran dari diri sendiri baik dari orang tua maupun masyarakat. Perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan upaya-upaya pre-intif, 
preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak 
hukum seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang 
dapat membahayakan nyawa korban. Pemberian bantuan medis maupun hukum secara 
memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, yang 
pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta 
instrument. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingya korban kejahatan (keluarganya) 
memperoleh perlindungan. 
Abstract 
  The crime of rape is one form of violence againt women is an axample  of the 
vulnerability of the position of women, mainly of male sexsual interest.sexsual imageryof 
women who have been placedas sexsual objects of men, it implies much on women’s lives, 
so he was forced to always deal with violence, coercion and physical and psychological 
torture. Problem and research objectives were taken, among ather things: to know the 
factors causing the occurrence of crimes of sexsual violence against children, knowing 
that efforts be made to provide protection to victims of crimeof rape. In this study, the 
authors use the study of law that is normative in the study of law in which the author 
studied the interrelationship beetwen lawwith socialinstitutions and the other in this study 
only examined from the books and legislation. The research produced the conclusion the 
factors that cause the occurrence of criminal sexsual abuse of children is caused by a 
factor of self-awarenessboth of the parents and the comunity, and legal protection for 
victims of crime (the crime of rape) is the of pre-imtifefforts, preventive and perfomed 
either by a represiv societ and lau enforcemen agenciesas such as the provission  of 
protection  / control of the variouse therats that could endanger the lives of victims, 
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medical assistance, as well as adequate lgal due process and fair trial againts the 
perpetrators of the crime, in essence in one embodiment of the protection of human rights 
as well  as abalancing instrument, from this basic philosophy bihend the importance of 
crime victims (families) obtain protection. 
 
I. PENDAHULUAN 
 Setiap anak yang dilahirkan 
adalah suci. Orang tua dan lingkunganlah 
yang akan membentuk karakternya. 
Dalam kenyataan yang kita hadapi di 
tanah air sekarang, permasalahan anak 
sudah sangat memilukan hati dan 
mengkhawatirkan. Bahkan telah jatuh ke 
titik nadir yang paling dalam. Anak yang 
seharusnya dipelihara, dibina, dan 
dilindungi malah dijadikan objek 
perbuatan-perbuatan yang tak terpuji 
(tercela). Hal ini bisa dilihat bahwa masih 
banyak ada perdagangan anak yang 
menandakan bahwa negara belum 
mampu melindungi hak anak-anak 
tersebut (Srilaksmi, 2020). 
 Dengan hadirnya undang-undag 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak telah memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya terhadap seorang anak 
untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal baik fisik maupun mental 
sehingga akan terciptanya suatu generasi 
yang ideal. Namun hal tersebut tidaklah 
mudah mengingat bahwa keadaan politik 
maupun keadaan sosial yang terjadi 
hingga mempengaruhi hak anak di 
Indonesia. Melihat semakin 
berkembangnya negara ini, masih tetap 
adanya kasus mengenai kekerasan 
terhadap anak-anak, beragam kasus yang 
terjadi pada anak-anak seperti kasus 
kekerasan seksual. Dari hal tersebut kita 
bercermin melihat pada upaya 
perlindungan hukum kepada anak-anak 
yang menjadi korban kekerasan seksual, 
dan sekarang telah diberlakukannya 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak, belum 
sepenuhnya anak memperoleh suatu 
keadilan. Belum ditegakkannya hukum 
secara maksimal dan profesional menjadi 
latar munculnya berbagai masalah di 
Indonesia. 
 Dalam hal ini aparat penegak 
hukum dan lembaga swadaya masyarakat 
yang intens menangani masalah 
perlindungan hukum kepada anak 
hendaknya semakin meningkatkan 
sosialisasi dalam rangka 
menyebarluaskan pengetahuan dan 
kesadaran bagi masyarakat, khususnya 
masyarakat yang berada di daerah 
terpencil, pedesaan, dengan latar 
belakang pendidikan dan ekonomi rendah 
(Gunawijaya, 2019). Kepada orang tua 
dan masyarakat luas pada umumnya, 
makin meningkatkan pengawasan dan 
kontrol terhadap lingkungan dan tempat 
bermain anak. Masyarakat harus semakin 
intensif melakukan pembinaan untuk 
dapat meminimalisasikan potensi 
terjadinya tindak pidana pelecehan 
seksual yang mungkin dapat terjadi di 
lingkungan masyarakat setempat. 
Pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban kekerasan 
seksual agar dilakukan secara terpadu 
dan berkesinambungan, mulai dari 
tingkat kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan (Wulandari & Untara, 2020).  
II. PEMBAHASAN 
 
2.1. Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Sebagai Korban Kekerasan 
Seksual 
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 Anak adalah mereka yang belum 
dewasa dan yang menjadi dewasa karena 
peraturan tertentu (mental,fisik, masih 
belum dewasa). Dalam pasal 1 konveksi 
hak anak, merumuskan pengertian anak 
sebagai setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 tahun kecuali berdasarkan 
undang-undang yang berlaku bagi anak 
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai 
lebih awal. Sedangkan dalam UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
ditentukan bahwa “anak adalah orang 
yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 tahun dan belum 
pernah kawin”. Dalam kitab undang-
undang hukum pidana tidak disebutkan 
secara pasti mengenai pengertian anak. 
Namun hal ini tersirat dalam Bab III, 
tentang hal-hal yang menghapuskan, 
mengurangkan, atau memberatkan 
penegasan pidana khususnya pasal 45, 
46, 47. Sehingga menurut KUHAP yang 
dimaksud dengan anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur 16 tahun. 
Sedangkan menurut pendapat kartini 
Kartono menyebutkan “anak adalah 
keadaan manusia normal yang masih usia 
muda dan sedang menentukan identitas 
serta sangat labil jiwanya sehingga sangat 
mudah terkena pengaruh lingkungan”. 
  
 Perlunya perlindungan hukum 
pada anak sebagai korban kekerasan 
seksual secara memadai tidak saja 
merupakan isu nasional tetapi juga 
internasional. Perlindungan anak 
merupakan perwujudan dari keadilan 
dalam suatu masyarakat, dengan 
demikian maka perlindungan anak harus 
diusahakan dalam berbagai bidang 
kehidupan, bernegara dan bermasyarakat. 
Oleh karena itu masalah ini perlu 
mendapatkan perhatian serius. Masalah 
keadilan dan hak azasi manusia dalam 
kaitannya dengan penegakan hukum 
pidana memang bukan pekerjaan yang 
sederhana untuk direalisasikan. Banyak 
peristiwa dalam kehidupan masyarakat 
menunjukkan bahwa kedua tersebut 
kurang memperoleh perhatian yang serius 
dari pemerintah, padahal sudah sangat 
jelas Pancasila sebagai falsafah hidup 
bangsa Indonesia. Salah satu contoh 
kurang diperhatikannya masalah keadilan 
dan hak azasi dalam penegakan hukum 
pidana adalah terkait dengan 
perlindungan hukum terhadap anak 
sebagai korban tindak pidana pelecehan 
seksual. Dalam penyelesaian perkara 
pidana sering kali hukum 
mengedepankan hak-hak tersangka atau 
terdakwa, sementara hak korban 
diabaikan. Korban kejahatan ditempatkan 
hanya sbagai alat bukti yang memberikan 
keterangan yaitu hanya sebagai saksi 
sehingga kemungkinan bgai korban untuk 
memproleh keleluasaan untuk 
memperjuangkan haknya adalah kecil.  
 Perlindungan hukum terhadap 
anak yang menjadi korban tindak pidana 
kekerasan seksual menurut Barda 
Narwawi Arief dapat dilihat dalam dua 
makna yaitu : 1. Perlindungan hukum 
untuk tidak menjadi korban tindak pidana 
kekerasan seksual ( berarti perlindungan 
HAM dan kepentingan hukum 
seseorang), 2. Perlindungan hukum untuk 
memproleh jaminan atau santunan hukum 
atas kerugian orang yang telah menjadi 
korban tindak pidana kekerasan seksual. 
Bentuk santunan itu dapat berupa 
pemulihan nama baik (rehabilitasi), 
pemulihan keseimbangan batin (antara 
lain dengan pemaafan), pemberian ganti 
rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau 
santunan kesejahtraan sosial), dan 
sebagainya. 
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2003 tentang perlindungan anak telah 
menegaskan bahwa pertanggungjawaban 
orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
secara terus menerus demi terlindungnya 
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hak-hak anak. Rangkaian kegiatan 
tersebut harus berkelanjutan dan terarah 
guna menjamin pertumbuhan dan 
perkebangan anak baik secara fisik, 
mental, spiritual maupun sosial, tindakan 
ini dimaksudka untuk mewujudkan 
kehidupan terbaik bagi anak. Adanya 
perlindungan anak merupakan 
perwujudan dari keadilan dalam suatu 
masyarakat, dengan demikian maka 
perlindungan anak harus diusahakan 
dalam berbagai bidang kehidupan dalam 
masyarakat. 
 
 Selain itu hak-hak anak 
merupakan perlindungan bagi anak 
sebagai korban pelecehan seksual yaitu: 
hak seorang anak dapat dibangun dari 
pengertian sebagai berikut : hak anak 
adalah segala sesuatu kehendak yang 
dimiliki oleh anak yang dilengkapi 
dengan kekuatan dan diberikan oleh 
system hokum atau tertib hokum kepada 
anak yang bersangkutan. Hak-hak anak 
yang menjadi korban pelecehan seksual 
antara lain: hak untuk dilayani karena 
penderitaan metal, fisik, dan rohani atau 
penyimpangan prilaku social. Hak untuk 
didahului di dalam proses pemeriksaan 
penerimaan laporan, pengaduan, dan 
tindakan lanjutan dari proses 
pemeriksaan. Hak untuk dilindungi dari 
bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari 
akibat laporan dan pengaduan yang 
diberikan (Darmawan, 2020). Hak untuk 
mendapat penjelasan mengenai kejahatan 
yang dilakukan terhadap diri anak. Hak 
untuk mendapat perlindungan terhadap 
tindakan-tindakan yang mengancam, 
menganiaya, dan memeras yang 
menimbulkan kerugian material dan 
spiritual. Hak untuk memohon ganti rugi 
atas penderitaan yang dialami oleh anak. 
Hak untuk memohon persidangan 
tertutup. Hak untuk didampingi oleh 
pengacara atau penasihat hukum. Dan 
hak untuk mendapat fasilitas-fasilitas 
persidangan. 
 
a. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual 
Terhadap Anak 
 Pelecehan seksual adalah semua 
tindakan seksual atau kecendrungan 
bertindak seksual yang bersifat 
intimidasi non fisik atau fisik yang 
dilakukan laki-laki atau kelompok 
terhadap perempuan dan kelompok 
lainnya atau pelecehan seksual juga 
merupakan segala macam bentuk prilaku 
yang berkonotasi seksual yang dilakukan 
secara sepihak dan tidak diharapkan oleh 
orang yang menjadi sasaran, sehingga 
menimbulkan reaksi negative eseperti : 
rasa malu, tersinggung, marah, dan 
sebagainya pada diri orang menjadi 
korban. Menurut Sitohang bentuk-
bentuk pelecahan pada anak meliputi: 
1). Penganiayaan fisik, mulai dari 
ringan sampai pada trauma yang berat 
dan kematian. Cedera fisik akibat 
hukuman badan di luar batas, 
kekejaman atau pemberian racun. 
Memukul, menendang, menjambak 
rambut, mendorong sekuat tenaga, 
menampar, menonjok, mencekik, 
membakar bagian tubuh atau menyudut 
dengan rokok, pemaksaan berhubungan 
seks, menggunakan alat dengan sengaja, 
mengajak seesorang ketempat yang 
membahayakan keselamatan. 
2). Penelantaran anak atau kelalaian, 
yaitu kegiatan yang langsung dapat 
menyebabkan efek merusak pada 
kondisi fisik anak dan perkembangan 
psikologisnya.  
3). Penganiayaan emosional yaitu 
ditandai dengan kecaman atau kata-kata 
yang merendahkan anak, tidak 
mengakui sebagai anak. Pelecehan ini 
justru menimbulkan perasaan tertekan, 
tidak bebas dan tidak nyaman. Bentuk 
kekerasan ini biasanya jarang disadari.  
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4). Penganiayaan seksual 
mempergunakan pendekatan persuasif. 
Paksaan pada seorang anak untuk 
mengajak berprilaku/mengadakan 
kegiatan seksual, sehingga 
menggambarkan kegiatan seperti: 
aktivitas seksual (sodomi), berupa 
pemerkosaan hubungan seksual, 
pelecehan seksual (kebebasan 
berciuman,sentuhan) tanpa persetujuan. 
 
b. Faktor-faktor yang Menyebabkan 
Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual Terhadap Anak 
 Ketika mendengar kata kekerasan 
seksual pasti yang terlintas dipikiran 
adalah perbuatan yang keji dan biadab. 
Apalagi kekerasan seksual itu terjadi 
pada seorang anak kecil yang belum tahu 
apa-apa. Perbuatan ini biasanya 
dilakukan dengan meggunakan paksaan, 
ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. 
Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu 
bisa berupa tindak pemerkosaan ataupun 
pencabulan. 
 Ada beberapa faktor-faktor yang 
dapat menyebabkan anak menjadi 
kekerasan seksual : 
a. Anak kecil innocent (polos) dan tak 
berdaya. Apalagi harus berhadapan 
denga orang dewasa terutama orang 
tua. Itu sebabnya kekerasan seksual 
banyak dilakukan oleh bapak, 
paman, kakek, guru, atau tetangga 
dekat. 
b. Rendahnya moralitas dan mentalitas 
pelaku juga memicu munculnya 
kekerasan seksual  tersebut. 
c. Anak mengalami cacat tubuh, 
retardasi mental atau gangguan 
tingkah laku juga menjadi 
penyebabnya. Anak penyandang 
cacat ini menjadi sasaran empuk bagi 
pelaku kekerasan seksual, sebab 
faktor yang dianggap 
menguntungkan karena pelaku 
kekerasan seksual pada anak 
penyandang cacat biasanya sudah 
merencanakan niatnya dengan 
memperhitungkan berbagai faktor 
yakni keamanan saat melakukan dan 
lemahnya bukti yang bisa dicari. 
Selain itu minimnya kasih sayang 
orang tua, membuat anak merasa 
diabaikan. Inilah yang membuat 
anak terjebak pada rayuan pelaku 
yang ingin memanfaatkan kepolosan 
mereka. 
 Faktor-faktor terjadinya suatu 
pelecehan seksual terkait juga dalam 
bentuk kekerasan seksual yang dilakukan 
pada anak, dan faktor-faktor yang 
menyebabkan sebagai berikut:  
 
1. Faktor Sosial  
 Faktor yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan seksual seperti rendahnya 
tingkat pendidikan, pengangguran 
dan tekanan mental termasuk 
lemahnya kesadaran hukum 
masyarakat dan lemahnya penegak 
hukum memperkuat tingkat 
kekerasan terhadap anak. Selain itu 
anak dalam posisi lebih lemah 
karena secara fisik mereka masih 
bergantung pada orang-orang dewasa 
disekitarnya. Oleh karena itu 
khususnya orang tua untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan. Secara Yuridis Formal 
pemerintah telah memiliki undang-
undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, meski demikian 
realitas kesejahteraan anak masih 
jauh dari harapan. Langkah nyata 
yang sebaiknya dilakukan untuk 
mengampanyekan penghapusan 
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kekerasan terhadap anak, seperti 
pemasangan stiker, pelatihan kepada 
ibu-ibu, dan permintaan dukungan 
dari pemerintah daerah agar hak-hak 
anak dilindungi. 
 
2. Faktor Ekonomi 
 Komisi perlindungan anak menilai 
faktor ekonomi sebagai pemicu 
utama maraknya kekerasan maupun 
pelecehan seksual terhadap anak. 
Faktor kemiskinan, tekanan hidup 
yang semakin meningkat, dalam 
mengatasi masalah ekonomi tersebut, 
orang tua menjadi lalai mengawasi 
perkembangan anaknya. 
 
3. Faktor Hukum 
 Berbicara mengenai penegakan 
hukum, khususnya terkait dengan 
kekerasan terhadap anak, yang di 
dalamnya tersirat berbagai makna 
tidak hanya menyangkut aparat 
hukumnya saja tapi meliputi juga 
aturannya, sarana dan prasarana dan 
kesadaran hukum masyarakat itu 
sendiri.  
 Mengenai faktor hukumnya lahirnya 
UU No. 23 Tahun 2002, tentang 
perlindungan anak pemerintah telah 
mampu untuk menekan tindak 
kekerasan maupun pelecehan seksual 
pada anak. Sedangkan mengenai 
faktor penegakan hukum, berkaitan 
erat sumbernya dari daya manusia 
yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun yang menerapkan hukum, 
disamping itu diperlukan juga sarana 
atau fasilitas tertentu karena tanpa 
sebuah alat atau sarana, maka tidak 
mungkin penegakan hukum 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
 
 Selain faktor diatas terdapat pula 
faktor penyebab kejahatan pelecehan 
seksual pada anak secara umumnya 
sering terjadi karena, kebanyakan anak 
tersebut tidak mendapatkan kasih 
sayang dari orang tuanya karena 
kebanyakan orang tua terlalu sibuk. 
Adapun faktor lainnya seperti 
pengaruh lingkungan, kebebasan 
pergaulan akibat tidak mendapat 
perhatian orang tua, adanya film dan 
video yang lepas sensor, bacaan-
bacaan yang merusak jiwa anak 
tersebut. Kemajuan teknologi yang 
terjadi saat ini telah membawa 
dampak perubahan bagi masyarakat. 
Kemajuan teknologi menyebabkan 
komunikasi antar negara menjadi 
semakin mudah dan lancar, sehingga 
kebudayaan luar lebih terasa 
pengaruhnya. Dampak yang paling 
terasa adalah pada tata budaya, moral 
dan tata susila masyarakat pada 
umumya dan pada generasi muda 
khusunya (Suadnyana & Yuniastuti, 
2019). 
 
 Pelecehan seksual yang terjadi pada 
anak-anak bukanlah suatu kasus baru 
dalam masyarakat, kebanyakan  
pelaku adalah orang dewasa meski 
tidak sedikit pelakunya adalah usia 
remaja sampai menjelang dewasa. 
Dalam masyarakat, prilaku yang 
melakukan pelanggaran maupun 
kejahatan biasa disebut sebagai suatu 
tindak pidana.  
 Menurut keterangan dari salah satu 
Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri 
Singaraja yang menangani tindak 
pidana pelecehan seksual 
menerangkan bahwa yang menjadi 
faktor-faktor penyebab terjadinya 
kasus pelecehan seksual adalah: 
memang lebih cendrung dikarenakan 
kelalaian  dan kurangnya pengawasan 
orang tua dalam mengasuh anaknya, 
faktor pergaulan dari anak itu yang 
terlalu bebas adanya bentuk rayuan-
rayuan yang dilakukan pelaku 
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terhadap korban sehingga korban 
mudah terjerumus.  
 Selain karena faktor diatas, dari data-
data kasus yang ada dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa kasus tindak 
pelecehan seksual yang terjadi karena 
belum adanya efek jera dari 
pelaksanaan Undang-undang 
perlindungan anak bagi para pelaku 
serta sosialisasi Undang-undang 
perlindungan anak ke dalam 
masyarakat yang tidak tepat pada 
sasaran. 
 
c. Dampak Dari Terjadinya Tindak 
Pidana Pelecehan Seksual Terhadap 
Anak 
 
 Pelecehan seksual dalam 
tingakatan  ringan ataupun berat akan 
menimbulkan dampak negatif bagi 
korbannya. Sebab itu perlu penanganan 
bagi si korban tergantung dari berat-
ringannya akibat yang dialami oleh 
korban (Made & Somawati, 2020). 
Pelecehan seksual yang ringan mungkin 
dampaknya tidak terlalu 
mengkhawatirkan, namun pelecehan 
seksual yang tingkat sedang dan 
berantakan menimbulkan dampak 
negatif secara fisik, psikologis, dan juga 
sosial.  
 Dampak fisik yang biasa 
ditimbulkan adalah adanya memar, 
luka, bahkan robek pada bagian-bagian 
tertentu. Dampak psikologis misalnya 
perasaan ketakutan yang sering dialami 
oleh korban. Ketakutan ini muncul 
dalam bentuk takut kepada orang 
tertentu, bentuk tubuh tertentu, dan 
tempat tertentu. Kecurigaan juga 
muncul sebagai dampak pelecehan 
seksual yang menjadi “ paranoid” 
kepada orang tertentu. Dampak sosial 
yang dialami korban mengakibatkan 
korban ingin mengasingkan diri dari 
pergaulan. Perasaan ini timbul akibat 
adanya harga diri yang rendah sehingga 
merasa tidak pantas dan juga merasa 
tidak layak untuk bergaul dengan 
teman-temannya. Dampak lainnya 
adalah rasa trauma secara psikologis 
karena pernah mengalami peristiwa 
yang sangat menyakitkan, sehingga 
korban sulit melupakan peristiwa 
tersebut dan dapat mengganggu 
ketenangan, konsentrasi, dan stabilitas 
mentalnya. Dampak lain yang sangat 
serius adalah diasingkan atau dikucilkan 
masyarakat. Agar dampak ini tidak 
menimbulkan kerugian yang berat bagi 
korban, keluarga korban atau mungkin 
institusi dimana korban belajar atau 
bekerja. Jadi penanganan yang 
diperlukan adalah merahasiakan hal 
yang dialami korban dari umum, baik 
secara fisik, psikologis, dan spiritual 
(Paramita, 2020). 
 
 Luka psikologis yang mendalam 
yang ditimbulkan akibat pelecehan 
seksual yang berat akan lebih 
membutuhkan penanganan yang lebih 
serius, secara integratif bagi korban. 
Penanganan ini juga sebaiknya 
dilakukan oleh tenaga ahli perempuan 
agar membantu penyesuaian bagi 
korban untuk bisa dibangun secara lebih 
cepat. Selain itu, identitas korban juga 
perlu dirahasiakan, baik untuk 
kepentingan visum, penyidikan, atau 
pemeriksaan psikologi dan keperluan 
lainnya. 
 
d. Upaya Penanggulangan Tindak 
Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak 
 
 Dengan adanya dampak dari 
tindakan pelecehan seksual tersebut, 
maka diperlukan bentuk atau upaya 
maupun strategi untuk mencegah 
tindakan pelecehan seksual tersebut agar 
tidak kembali terjadi lagi, antara lain 
menyusun strategi yang diajarkan kepada 
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anak-anak dengan memperkenalkan 
bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh 
oleh ibu, bapak, saudara ataupun orang 
lain. Anak-anak juga perlu diperkenalkan 
bagian-bagian anggota tubuh yang tidak 
boleh disentuh oleh orang lain kecuali 
dirinya sendiri dan ibunya.  
 Selain itu, anak juga perlu 
diajarkan gerakan untuk melindungi 
dirinya (semacam gerakan menangkis) 
ketika ada orang lain yang dengan 
sengaja atau tidak sengaja menyentuh 
bagian tubuh tertentu yang perlu untuk 
dilindungi. Hal lain adalah anak-anak 
juga perlu berani berteriak ketika ada 
yang menganggu atau menyentuhnya, 
agar tidak berlanjut ke tindakan 
pelecehan seksual lebih serius. Sementara 
untuk remaja seusia SMP dan SMA, 
diajarkan bertindak asertif serta menjaga 
diri dan tidak membuka peluang dan 
kesempatan untuk menjadi korban 
pelecehan seksual yang dilakukan oleh 
lawan jenisnya. 
 Kerap terjadinya pelecehan 
karena ada peluang atau kesempatan. 
Misalnya korban sering mengenakan baju 
yang terbuka, rok ketat dan pendek, 
celana pendek, baju atau rok trasparan, 
berias mencolok, wangian parfum yang 
mengundang birahi, dan masih banyak 
lagi stimulus yang dapat menggugah 
keinginan untuk menggoda dan tergoda. 
Sebagai contoh, tatapan mata yang tajam 
dan agak tidak ramah dapat 
mengurungkan niat orang melecehkan. 
Ucapan yang asertif dan tindakan yang 
persuasif bisa mengarahkan orang lain 
untuk tidak melakukan tindakan yang 
dihendaki. Serta mengenal badan laki-
laki yang dapat digunakan untuk 
menghidarkan diri diri dari tindakan yang 
merugikan. Bagian tertentu itu 
merupakan bagian pamungkas yang 
membahayakan (itu dilakukan kalau 
dalam keadaan terpaksa atau mendesak), 
ini agar kelak korban tidak merasakan 
adanya kehilangan atau gangguan atas 
nama baiknya sebagai akibat adanya 
pelecehan seksual yang telah dialami. 
Penanganan integratif satu atap ini sangat 
membantu korban dari publikasi pihak 
lain yang tidak bertanggung jawab.  
 Secara terperinci beberapa 
tindakan yang dapat dilakukan 
untuk menangani korban 
pelecehan seksual  
1. Perlindungan dan penanganan 
secara fisik (visum, 
penyembuhan, dan operasi) 
2. Perlindungan dan penanganan 
secara psikologis (bisa dengan 
konsultasi, terapi atau 
pendidikan mental dan 
spiritual lainnya) 
3. Secara sosial dengan memberi 
dukungan sosial dan 
emosional, menerima 
kehadirannya, tidak 
membicarakan yang tidak 
sesuai dengan keahlian dan 
kapasitasnya, serta 
memberikan kesempatan 
untuk terlibat aktif dalam 
berbagai kegiatan. 
 Kemudian upaya lain dalam 
penanggulangan pelecehan terhadap anak 
dibawah umur dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu : 
1. Menggunakan sarana penal, yaitu 
melalui jalur hukum pidana, dimana 
upaya ini bersangkutan dengan 
pelaksanaan kaedah hukum maupun 
penegakan aturan-aturan hukum 
2. Menggunakan sarana non penal, 
yaitu melakukan pemberantasan 
peredaran video porno, memberantas 
tempat-tempat yang biasa dijadikan alat 
untuk peredaran kegiatan pornografi, 
mengadakan sosialisasi ke masyarakat 
maupun sekolah-sekolah tentang 
pendidikan seks saat ini. Memperhatikan 
lingkungan tempat tinggal agar anak-
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anak terhindar dan tidak terpengaruh 
terhadap hal-hal buruk, pemberian 
jaminan pada anak sebagai korban dalam 
proses pemeriksaan.  
 Adapun cara-cara untuk 
mencegah terjadinya pelecehan 
seksual pada anak antara lain: 
a. Orang tua membuka 
komunikasi dan menjalin 
kedekatan emosi dengan 
anak-anak, dengan cara 
menyempatkan diri untuk 
bermain bersama anak-anak. 
b. Orang tua disarankan 
memberikan pengertian 
kepada anak-anak tentang 
tubuh mereka dan hal-hal 
yang tidak boleh dilakukan 
oleh orang lain terhadap 
bagian tubuhnya. Misalnya, 
anak diberi pengertian bahwa 
kalau ada orang lain yang 
mencium misal di pipi harus 
berhati-hati kerena itu tidak 
diperbolehkan, apalagi orang 
lain itu adalah orang yang 
tidak dikenal. 
c. Kenalkan kepada anak 
perbedaan antara orang asing, 
kenalan, sahabat, teman, dan 
kerabat. Misalnya, orang 
asing adalah orang yang tidak 
dikenal sama sekali. Terhadap 
mereka, si anak tak boleh 
terlalu ramah, akrab, atau 
langsung mempercayai. 
Kerabat adalah anggota 
keluaga yang dikenal dekat. 
Meski terhitung dekat, 
sebaiknya sarankan kepada 
anak untuk menghindari 
situasi berduaan saja. 
d. Jika sang anak sudah 
melewati usia balita, ajarkan 
bersikap malu bila telanjang. 
Dan, bila sudah memiliki 
kamar sendiri, ajarkan pula 
untuk selalu  menutup pintu 
dan jendela bila tidur. 
e. Adanya keterlibatan aparat 
penegak hukum yakni 
penyidik, jaksa, dan hakim 
dalam menangani kasus 
pelecehan seksual pada anak 
sehingga berperspektif 
terhadap anak diharapkan 
dapat menimbulkan efek jera 
pada pelaku tindak pidana 
pelecehan seksual sehingga 
tidak ada lagi anak-anak yang 
menjadi korban pelecehan 
seksual. 
 
III. PENUTUP 
 Berdasarkan uraian diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa bentuk bentuk 
pelecehan seksual terjadi secara umum 
pada anak sebagai korban, pelecehan 
tersebut dikategorikan dalam pelecehan 
psikis dan fisik, psikis yaitu pelecehan 
yang dilakukan pada mental anak 
sehingga mengakibatkan terganggunya 
mental anak yang menjadi korban 
pelecehan seksual. Secara pisik melalui 
pemerkosaan dan fedophilia sehingga 
berakibat sakit secara fisik pada korban. 
Kemudian bentuk-bentuk pelecehan 
seksual yang terjadi, berupa pelecehan 
seksual secara fisik, karena kasus-kasus 
tersebut pelecehannya berupa 
pemerkosaan, dan pencabulan. 
 Faktor-faktor penyebab terjadinya 
pelecehan seksual disebabkan karena 
anak yang keadaannya lemah (polos), 
rendahnya moralitas dan mentalitas si 
pelaku hingga memicu perbuatan tindak 
pidana pelecehan seksual. Hal lain karena 
kurangnya perhatian orang tua dalam 
menjaga anaknya sehingga anak 
terjerumus pada pergaulan bebas di 
masyarakat. Kemudian dari dampak 
tindak pidana pelecehan seksual yang 
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terjadi saat ini sangat merugikan 
perkembangan anak, dan dengan adanya 
upaya maupun cara-cara untuk 
menanggulangi terjadinya tindak pidana 
pelecehan seksual, dapat menekan 
meningkatnya tindak pidana pelecehan 
seksual yang terjadi. Beberapa tindakan 
yang dapat dilakukan untuk 
menanggulangi terjadinya pelecehan 
seksual, dengan menggunakan sarana 
penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, 
upaya ini bersangkutan dengan 
pelaksanaan kaedah hukum maupun 
penegakan aturan-aturan hukum. 
Tindakan lainnya dengan menggunakan 
sara non penal, yaitu pemberantasan 
peredaran video porno, tempat-tempat 
yang biasa dijadikan alat untuk kegiatan 
pornografi dan mengadakan sosialisasi ke 
masyarakat maupun ke sekolah-sekolah 
tentang pendidikan seks saat ini. 
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